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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan hasil pembahasan tersebut, 

penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kepastian hukum 

bagi konsumen di Kawasan Malioboro masih belum terwujud secara 

maksimal, karena dalam faktanya masih banyak konsumen yang belum 

mengetahui kemana wisatawan harus melapor ketika mengalami pelanggaran 

hukum, meskipun UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro telah 

mengusahakan untuk memberikan informasi terkait pelayanannya. Selain itu 

dalam faktanya masih banyak mengalami pelanggaran terkait perlindungan 

konsumen di Kawasan Malioboro, karena memang tidak dilakukannya 

pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Yogyakarta terhadap Kawasan Malioboro seperti yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang. 

2. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kepastian hukum 

bagi pelaku usaha di Kawasan Malioboro, sudah sesuai dengan peraturan 

Perundang-Undangan, meskipun demikian masih terdapat pelanggaran yang 

dilakukan oleh pedagang kakilima di Kawasan Malioboro, dalam hal ini 
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adalah mereka yang dilarang berdagang di Kawasan Malioboro  namun masih 

tetap berdagang di Kawasan Malioboro (pedagang ilegal). Disamping itu 

mengingat terjadi juga pelanggaran yang dilakukan oleh pedangan kakilima 

seperti jual-beli lapak yang menurut Peraturan Perundang-Undangan 

dilarang. Selain itu menurut pedagang kakilima, Pemerintah Kota 

Yogyakarta juga tidak pernah melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi 

terkait perdagangan yang sehat dan perlindungan konsumen seperti yang 

diamanatkan Undang-Undang.  

 

B. Saran 

Mengacu Pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus memberikan kewenangan terhadap 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengawasan dan pengoprasian 

di Kawasan Malioboro. 

2. Dinas Perindustrian Perdagangan harus ikut serta dalam mewujudkan 

kepastian hukum berupa mensosialisasikan peraturan perundang undangan 

dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait perdagangan yang baik 

dan tidak menyimpangi peraturan Perundang-Undangan. 

3. Pemerintah Kota Yogyakarta agar memberikan papan informasi mengenai 

tempat pengaduan atau tempat untuk melapor ketika terjadi keluhan ataupun 

pelanggaran perlindungan konsumen. 
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